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PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Y71 KW fL )
AN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMNJAI e
A- S L NOMOR : 0424/21/04/DPM-PTSP/AVI2021 GRATIS |
TENTANG P g
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“PAUD WADI MUBARAK"
DESA GARECCING, KECAMATAN SINJAI SELATAN

HEPALA DIMNAS PEMANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUFPATEN SiMJA|

Manimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalem membenkan
layanan pendidikan kepada Masyarakal perlu diterbitkan Izin Pandirian
dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dinl (PAUD);

b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sinjai Momar © 421.9/04 4473/0P menerangkan
bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "PALUD WADI MUBARAK"
Desa Gareccing Kecamalan Sinfai Selalan lelah  berskhir masa
berlakunya sejak tanggal 10 April 2021, maka perlu diterbitkan [zin
Dperasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini {FALUDY yang
baru;

c.  bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana maksud huruf @ dan
huruf b, dipandang peru dilelapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjal
tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) "PAUD WADI MUBARAK" Desa Gareccing, Kecamatan Sinjal

Selatan,

Mengingal ' 1. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1858 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1359
Momor T4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
1822},

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4301);

3. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 MWomor 112,
Tambahan Lembaran Megara Republik indonesia Momar 50381

5. Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tenlang Pembeniukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomar 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemenntahan Daergh
{Lembaran Megara Republk [ndonessa Tahun 2014 Nomaor 244,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNomar 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momot © Tahun 2015 fentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor S679);
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Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 flentang Adminisirasi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S607),
Undang - Undang MNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2002 lentang Perindungan
AnakiLembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomar 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerntah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2010 Momor 112, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonasia Nomaor 5157);

Paraluran Pemerintah MNomor 58 Tahun 2012 tenlang Pelsksanaan
Undang-Undang Momor 25 Tehun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2042 Nomaor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5357,

Peraturan Pemerintah Nomaor 13 Tahun 2015 tentang Perubzhan Kedua
Alas Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
S6T0);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Drganisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
{entang Pendirian Satuar Pendidikan Anak Usia Dinl (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014MNomor 1279

Peraturan Menteri Dalam MNeger Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pambentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggarsan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggarsan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjal Nomar 74);

Peraturan Daerah Momor 5 Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjal (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjal Tahun 2016 Namor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjal Momar 93);

Peraturan Bupati Sinial Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 23);

Peraturan Bupati Sinjai Momor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan dan Mon Perizinan pada Dinas Fenanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Sate Pintu Kasbupaten Sinjai (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomar 50,
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Mamparhatik ;
ary e |f Permohanan F‘Eﬂ!nggun-g Jawah PalUD WaDl MUBARAK Momaor

:4?3!134'EEFD3FF"AUD.\“MEEEEDE1. Tenggal 16 Apdl 2021 Perihal
Permohonan Penerbitan lzin Operasicnal Penyelenggaraan;

€. Akla Notaris Nomor : 3 Tanggal 05 Marel 2018 lentang Pendidikan
Anak Usia Dini Wadi Mubarak Disingkat PAUD WADI MUBARAK:

3.  Rekomendasi Teknls Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Momar
TTI48/DP, Tanggal 23 April 2021, Perihal Penerbltan Perpaniangan 1zin
Oparasional Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN
Meneatapkan
Kesa i Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
[PALID), Kepada
HNama lembaga : PAUD WADI MUBARAK
Alamat Lembaga ! Dusun Bulujampl, Desa Gareccing,
Kecamatan Sinjal Selatan, Kabupaten Sinjai
Fenanggung Jawab | ZAKIYATUL JANMAH
Kedua : Izin Pendinan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (FPAUD)
sebagaimane dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 10 April
2021 sampal dengan 10 April 2024,
Ketga : Permohonan lzin Pendirizn dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(FPALID), diajukan 3 {tiga) bulan sebelum berakhimya masa berdaku izin;
Keampat » Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagalmana meslinya, sesual dengan
ketentuanperundang-undangan.
Diiterbitwan di Kabupaten Sinjsi
Pada langgal © 23 Aprdl 2021
a.n, BUPATI SINJAI
LUKMAN DAHLAN, 5.1P, M.5i
Panghal : Pembing Litama Muds [ Ne
PP S 15700 1301 S8 0001 02
Jembusen

1, Bupall Sirjal di Sinjol (Sebagal Laparan)
2, Knpala Dinas Pendidikan di Sinjal,

3, Camal Sirjal Salstan

4, Arsip.
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